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ABSTRAK

Peran Pemerintah Derah Dalam Penertiban Bangunan Pemukiman Warga Yang
Tidak Sesuai Dengan Garis Sempadan Pantai Di Tinjau Dari Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(Suatu Studi Di Ndao Kelurahan Kota Ratu), Disusun Oleh : Katharina Cindi
Doja, Nim : 2021110631

Sempadan pantai merupakan kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan
setempat. Kawasan sempadan pantai tidak boleh digunakan untuk kegiatan atau
pembangunan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan hidup, termasuk
ekosistem perairan pesisir, serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Adapun
rumusan permasalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran pemerintah
daerah dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan batas sempadan di
sepanjang Pantai Ndao Kelurahan Kota Ratu dalam memenuhi ketentuan peraturan
daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah? 2. Apakah faktor
yang menghambat Pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan diwilayah
sempadan Pantai Ndao dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
dengan metode penelitian empiris dan normatif, memadukan data primer dari
wawancara dan observasi lapangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Ende, serta data sekunder dari dokumen dan peraturan perundang-
undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah telah
melakukan berbagai upaya penertiban, antara lain sosialisasi, pemberian peringatan
tertulis, pemasangan papan larangan, penghentian sementara pelayanan umum, dan
rencana relokasi. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh
resistensi masyarakat, keterbatasan lahan relokasi, dan lemahnya koordinasi
antarinstansi menurut peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah. (2) Faktor penghambat pemerintah daerah dalam menertibkan
bangunan di wilayah sempadan pantai mengenai faktor sosial, ekonomi, dan budaya
turut mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan garis
sempadan pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan pelaksanaan di
lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, koordinasi, dan sosial. Untuk
mencapai efektivitas penertiban yang berkelanjutan, diperlukan penguatan koordinasi
lintas sektor, kesiapan sarana relokasi masyarakat, serta peningkatan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan
tata ruang dapat tumbuh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hambatan sosial
kultural yang berakar pada keterikatan masyarakat terhadap tanah yang ditempati, serta
hambatan politik dan resistensi ekonomi yang mendorong pemerintah daerah lebih
berhati-hati dalam mengambil tindakan tegas.

Kata kunci: peran pemerintah daerah, penertiban bangunan, sempadan pantai
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ABSTRACT

The Role of the Regional Government in Regulating Residential Buildings That
Do Not Comply with the Coastal Setback Line as Reviewed from Regional
Regulation Number 1 of 2023 on Spatial Planning

(A Case Study in Ndao, Kota Ratu Sub-District) By: Katharina Cindi Doja
Student ID: 2021110631

Coastal boundary areas are designated as protected zones, specifically as areas of local
protection. These zones must not be used for activities or development that could
negatively impact the environment, including coastal aquatic ecosystems, or pose risks
to community life. The research problem is formulated as follows: (1) How is the role
of the local government in regulating buildings that violate coastal boundary lines
along Ndao Beach, Kota Ratu Sub-district, in accordance with Regional Regulation
Number 1 of 2023 on Spatial Planning? (2) What are the inhibiting factors faced by the
local government in regulating buildings within the coastal boundary area of Ndao
Beach based on Regional Regulation Number 1 of 2023 on Spatial Planning? This
study employs a sociological juridical approach using both empirical and normative
legal research methods, combining primary data from interviews and field observations
at the Department of Public Works and Spatial Planning of Ende Regency, and
secondary data from documents and legislation. The findings show that (1) the local
government has undertaken various enforcement efforts, including public awareness
campaigns, issuance of written warnings, installation of prohibition signs, temporary
suspension of public services, and relocation plans. However, the effectiveness of law
enforcement remains hindered by public resistance, limited relocation land, and weak
inter-agency coordination as stipulated in Regional Regulation Number 1 of 2023 on
Spatial Planning. (2) The obstacles faced by the local government in regulating
buildings in coastal boundary areas are influenced by social, economic, and cultural
factors, which contribute to the low level of public compliance with coastal boundary
regulations. This research concludes that the implementation in the field still
encounters various technical, coordination, and social challenges. To achieve
sustainable enforcement effectiveness, there is a need to strengthen cross-sectoral
coordination, ensure the availability of relocation facilities, and enhance public
outreach and education so that legal awareness and compliance with spatial planning
regulations can grow comprehensively and sustainably. Socio-cultural barriers rooted
in the community’s attachment to their occupied land, as well as political and economic
resistance, make local governments more cautious in taking firm action.

Keywords: role of local government, building regulation, coastal boundary.
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